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Rapat: 21 Nopember 2012 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR        TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PENUGASAN DAN PEMBERIAN INSENTIF DOSEN PNS DARI PERGURUAN TINGGI SUMBER KE PTN SASARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2012 tentang Penugasan dan Pemberian insentif kepada Dosen yang Diangkat Pemerintah;

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);


3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden  Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I  Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden  Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PENUGASAN DAN PEMBERIAN INSENTIF DOSEN PNS DARI PERGURUAN TINGGI SUMBER KE PTN SASARAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen yang ditugaskan adalah dosen PNS pada PTN atau dosen PNS pada PTS atau PTN BH yang ditugaskan Pemerintah untuk jangka waktu tertentu pada PTN yang membutuhkan dosen untuk pembinaan tata kelola dan/atau  penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah.

3. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disingkat PTN BH, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah dengan status badan hukum.
4. Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS,  adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara.
5. Badan penyelenggara adalah yayasan atau badan hukum nirlaba sejenis yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mendirikan PTS. 
6. Perguruan Tinggi sumber adalah PTN, PTN BH atau PTS yang  mempekerjakan dosen PNS, dan mampu menyediakan dosen PNS yang memenuhi syarat untuk ditugaskan di PTN sasaran. 

7. PTN sasaran adalah PTN yang membutuhkan dosen untuk pembinaan tata kelola dan/atau penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 
8. Dosen PNS adalah pendidik yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

9. Kualifikasi dosen adalah kemampuan yang dinyatakan dalam ijazah pendidikan akademik, vokasi, atau profesi yang dimiliki dosen sesuai dengan kebutuhan PTN sasaran. 

10. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan pekerjaan.

11. Sertifikat pendidik adalah pernyataan formal yang berisi pengakuan terhadap kompetensi dosen. 
12. Insentif adalah penghargaan berupa sejumlah uang dan fasilitas yang diberikan kepada dosen untuk membangkitkan kegairahan bekerja dan menumbuhkan kreativitas.

13. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan
negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disingkat Ditjen Dikti adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Direktur Jenderal yang selanjutnya disingkat Dirjen Dikti adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
a. Tujuan penugasan dosen PNS dari perguruan tinggi sumber ke PTN sasaran;
b. Syarat dosen PNS yang dapat ditugaskan;
c. Prosedur penugasan dosen PNS dari  perguruan tinggi sumber ke PTN sasaran;
d. Ukuran kinerja pelaksanaan tugas;
e. Penilaian kinerja dosen PNS yang ditugaskan;
f. Jenis dan besaran insentif bagi dosen PNS yang ditugaskan;
g. Prosedur pemberian insentif bagi dosen PNS yang ditugaskan;
h. Hak dan kewajiban para pihak.
Pasal 3
(1) Tujuan penugasan dosen PNS dari perguruan tinggi sumber ke PTN sasaran adalah untuk meningkatkan:
a. mutu PTN sasaran;

b. fungsi dan kinerja penyelenggaraan Tridharma di PTN sasaran, dengan memperhatikan prioritas bidang ilmu dan teknologi;
c. kompetensi dosen di PTN sasaran dalam penyelenggaraan Tridharma; 
d. kemampuan pengembangan institusi di PTN sasaran;

e. suasana akademik  yang kondusif di PTN sasaran; 
f. kerjasama PTN sasaran dengan para pemangku kepentingan dan dengan perguruan tinggi sumber.
Pasal 4

Dosen PNS yang  ditugaskan oleh Pemerintah harus memenuhi syarat :
a. Kualifikasi akademik;
b. Kompetensi; dan
c. Administratif.
Pasal 5

(1) Syarat kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

a. memiliki ijazah doktor yang sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi yang  dibutuhkan  PTN sasaran.

b. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.
(2) Syarat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

a. mempunyai  sertifikat pendidik;
b. mempunyai keterangan pengakuan keahlian berdasarkan pengakuan pembelajaran masa lampau yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

a. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
b. berusia paling tinggi 60 tahun pada waktu ditugaskan;
c. Mempunyai kemampuan unggul  dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi atau pengelolaan perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Daftar Riwayat Hidup

d. tidak sedang menduduki jabatan struktural di perguruan tinggi sumber;

e. tidak sedang melaksanakan tugas atas nama perguruan tinggi sumber yang tidak dapat ditinggalkan
Pasal 6
Dosen PNS yang dapat ditugaskan oleh Pemerintah terdiri atas:
a. Dosen PNS yang ditempatkan pada PTN;

b. Dosen PNS yang dipekerjakan pada PTN Badan Hukum.;

c. Dosen PNS yang   dipekerjakan pada PTS. 
Pasal 7

Prosedur penugasan dosen PNS yang ditempatkan pada PTN atau dipekerjakan pada PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b sebagai berikut: 
a. Dirjen Dikti berkoordinasi dengan pimpinan PTN sumber untuk menentukan  dosen PNS yang akan ditugaskan berdasarkan proposal yang diajukan oleh PTN Sasaran.
b. Dirjen Dikti menugaskan dosen PNS yang telah ditentukan ke PTN sasaran dengan menerbitkan Keputusan tentang tentang Penugasan Dosen;

c. PNS yang ditugaskan wajib menyusun rincian program sebagai penjabaran dari proposal yang diusulkan PTN sasaran. 
d. Petunjuk teknis tentang Penyusunan Proposal dan penugasan  sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan buku pedoman pelaksanaan yang ditetapkan Dirjen Dikti.

Pasal 8
Prosedur penugasan dosen PNS yang dipekerjakan pada PTS  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebagai berikut: 

a. Dirjen Dikti berkoordinasi dengan pengurus badan penyelenggara PTS untuk menentukan  dosen PNS yang akan ditugaskan berdasarkan proposal yang diajukan oleh PTN Sasaran.
b. Dirjen Dikti menugaskan dosen PNS yang telah ditentukan ke PTN sasaran dengan menerbitkan Keputusan tentang Penugasan Dosen.

c. PNS yang ditugaskan wajib menyusun rincian program kegiatan sebagai penjabaran dari usulan proposal PTN sasaran. 

d. Petunjuk teknis tentang Penyusunan Proposal dan penugasan  sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan buku pedoman pelaksanaan yang ditetapkan Dirjen Dikti.

Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ...., dosen PNS harus menunjukkan peningkatan kinerja yang dibuktikan melalui:

a. Nilai DP3;

b. Nilai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
c. Nilai pelaksanaan tugas tambahan;

d. Perilaku akademik.

(2) Petunjuk teknis tentang cara penilaian kinerja Dosen PNS yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan buku pedoman pelaksanaan yang ditetapkan Dirjen Dikti.

Pasal 10
(1) Penilaian kinerja Dosen yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi sumber berdasarkan laporan dari Pimpinan PTN Sasaran dengan tembusan kepada Dirjen Dikti.

(2) Penilaian kinerja Dosen yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk penilaian DP3 dan penilaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
(3) Penilaian kinerja Dosen yang ditugaskan dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan yang diusulkan;

(4) Penilaian terhadap perilaku dosen dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan PTN Sasaran didasarkan pada Etika Dosen dan norma setempat. 

Pasal 11
Dosen PNS yang ditugaskan oleh Pemerintah berhak atas:

1. Insentif pelaksanaan tugas Dosen PNS ke PTN sasaran. 
2. Biaya persiapan awal kepindahan ke PTN Sasaran 
3. Biaya kepulangan ke perguruan tinggi sumber setelah menyelesaikan tugas. 
4. Biaya perjalanan dari perguruan tinggi sumber ke PTN sasaran dan sebaliknya bagi dosen PNS yang ditugaskan dan keluarga yang termasuk dalam daftar gaji;
5. Besaran dan prosedur pembayaran insentif dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatur dengan buku pedoman pelaksanaan yang ditetapkan Dirjen Dikti.   

Pasal 12 
(1) Dosen PNS yang ditugaskan:
a. Berhak mendapatkan seluruh hak yang melekat sebagai PNS;
b. Berhak mendapatkan insentif yang berhubungan dengan penugasan;
c. Berhak untuk ditempatkan kembali di perguruan tinggi sumber setelah selesai menjalankan tugasnya.

d. Berkewajiban menjalankan tugas-tugas di PTN sasaran sebagai dosen PNS sesuai peraturan dan perundangan. 

e. Berkewajiban menyelesaikan  penugasan di PTN sasaran secara bertanggungjawab.

(2) Perguruan tinggi sumber 

a. Berhak mendapatkan kembali tanpa syarat dosen PNS yang sudah menyelesaikan penugasan.

b. Berhak   …

c. Berhak …

d. Berkewajiban memberi ijin PNS yang ditugaskan dengan tetap menjamin hak-haknya sebagai PNS.

e. Berkewajiban menjamin terlaksananya tugas-tugas yang ditinggalkan oleh dosen PNS yang ditugaskan 

f. Berkewajiban menerima kembali tanpa syarat dosen PNS yang sudah menyelesiakan penugasan.

(3) PTN Sasaran:
a. Berhak mendapatkan dosen PNS yang sesuai dengan kebutuhan

b. Berhak mengembalikan dosen yang ditugaskan apabila kinerja dosen tersebut tidak sesuai dengan usulan program atau melanggar etika.
c. Berkewajiban membantu penyediaan informasi akomodasi bagi dosen PNS yang ditugaskan. 

d. Berkewajiban memberikan laporan kinerja dosen PNS yang ditugaskan kepada pimpinan perguruan tinggi sumber. 
e. Berkewajiban menciptakan iklim kerja yang kondusif  bagi pelaksanaan tugas dosen PNS yang ditugaskan.

(4) Hak dan Kewajiban Dikti

a. Hak ...............
b. Berkewajiban menyediakan anggaran pembiayaan seluruh program penugasan dan pemberian insentif dosen PNS yang ditugaskan.

c. Berkewajiban menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penugasan dosen PNS di PTN sasaran
d. Berkewajiban …..

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal  

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR ….  

Salinan sesuai dengan aslinya. 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Muslikh, SH 

NIP 19580915 198503 1 001
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